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ABSTRAK

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan
dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya ketentuan yang telah diatur pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal
184 tentang alat bukti antara lain surat dan keterangan ahli maupun saksi maupun
petunjuk pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
perkara. Penjatuhan putusan hakim harus didasari atas pertimbangan hukum (legal
reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif yang memuat alasan bahwa
seorang terbukti bersalah ataupun tidak terbukti. Salah satu alat bukti yang
memiliki peranan penting yaitu Visum et Repertum merupakan salah satu alat
bukti yang termasuk dalam tatanan kedokteran forensik yaitu ilmu bantu hukum
pidana yang mempunyai fungsi membuat terang suatu perkara terkhususnya
perkara tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji apakah hakim perlu mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensik
terkait adanya bukti surat Visum et Repertum tindak pidana pembunuhan dan
bagaimakah kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik terhadap
keyakinan hakim dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian mengenai
pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan ahli kedokteran forensik
sebagai alat bukti perkara tindak pidana pembunuhan ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini termasuk
jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif dalam hal ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan Kasus. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa
pada dasarnya keberadaan Visum Et Repertum bertujuan untuk mengetahui
kausalitas suatu sebab akibat perbuatan dari peristiwa tindak pidana pembunuhan
(causal verbend) tidak ada keharusan dihadirkanya Ahli kedokteran Forensik
terkait adanya alat bukti Visum Et Repertum dan bahwa kedudukan laporan ahli
kedokteraan forensik pada tahap penyidikan memiliki dualisme fungsi alat bukti
dapat sebagai alat keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat.

Kata Kunci : Visum Et Repertum pertimbangan hakim, forensik, pembunuhan.
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A. LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah perbuatan
pidana terhadap tubuh dan nyawa, Suatu kejahatan yang termuat dalam buku
Il KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah
satu bab yang menjabarkan tentang kejahatan terhadap nyawa termuat pada
pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dapat
disebut dengan atau merampas jiwa orang lain Setiap perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang
lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam pasal 338-350
dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam
kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa
anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap
anak yang masih dalam kandungan. Salah satu bentuk tindak pidana yakni

pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338

memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukan;

Dengan sengaja;

Menghilangkan nyawa orang lain.

Penjelasan Pasal 340 mengenai tindak pidana terhadap nyawa



“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa
orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Untuk menghadirkan keadilan hakim harus mengelurkan putusan,
putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan
dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan,
Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan
dasar untuk mengadili”. Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian
yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk
mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk
mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti
penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara
tersebut.Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam

proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib



terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan
undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman®. Pasal 133 KUHAP
memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan kepada
ahli forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati.
Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis. Pasal 133 ayat (1)
merumuskan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani
seorang korban, baik karena luka, keracunan maupun mati, yang diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter
dan atau ahli lainnya”. Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting
dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang
terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait
kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian
maupun terkait dengan keyakinan hakim, dimana satu sisi pertimbangan
hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di
persidangan dan tidak bisa lepas dari pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang -
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.

'm. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali) Edisi ke2, jakarta, Sinar Grafika, him.

273.



B. Rumusan Masalah
Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah Hakim perlu Mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensik
terkait adanya bukti surat Visum Et Repertum dalam perkara Pembunuhan?

2. Bagaimanakah Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik
terhadap keyakinan hakim dalam perkara Pembunuhan?
C. Metode Penelitian

Penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka, (disamping adanya penelitian hukum sosiologis
atau empiris yang terutama meneliti data primer) untuk memahami adanya
hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang
ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau “gegevens van het
recht). Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kasus yaitu yang perlu dipahami adalah ratio recidendi, yakni alasan-alasan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.
Ratio decidendi ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu
yang bersifat prespektif bukan deskriptif.

Adapun dictum, yaitu putusannya yang merupakan sesuatu yang
bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan bukanlah merujuk kepada
diktum putusan pengadilan melainkan rujukan ratio decidendi yang

memperhatikan fakta materil.(Peter Marzuki 2016).



D. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik terhadap
keyakinan hakim dalam perkara pembunuhan.Adanya lima macam alat
bukti yang sah seperti disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka
jika tidak ada dokter bukan ahli dalam siding yang sekalipun bukan
sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri
dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “
keterangan saksi “ keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam siding
mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang
telah membuat dan menandatangani Visum Et Repertum yang
dilengkapkan dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter
lain.Keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam
pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan
dalam persidangan®. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan
pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang
dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat
sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan selanjutnya
penjelasan pasal 186 KUHAP menerangkan jika hal itu tidak diberikan
pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada
wakru pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan
dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (BAP persidangan)
keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji

dihadapan hakim ( 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan

’R Soeparmono op cit him 98



setelah memberikan keterangan ahli. Dalam tahapan pemeriksaan seperti
yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan jikalau dihubungkan
dengan pasal 133 KUHAP dan penjelasanya maka permintaan keterangan
yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli
(deskundige verklaring) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter
bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (verklaring). Dalam
tahapan penyidikan dan penuntuttan maka suatu laporan yang dibuat
penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran

kehakiman atau keterangan ahli lainya dapat berupa:

Keterangan ahli: yaitu dalam bentuk suatu ‘’laporan’’ oleh dokter ahli
kedokteran kehakiman atau ahli lainya sesuai pasal 1 butir 28 KUHAP,

tentang sesuatu pokok soal.

Keterangan ahli: oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara

lain dalam bentuk Visum Et Repertum.

Keterangan: vyaitu keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran
kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan. terkait dengan Visum Et
Repertum sebagai alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh
Yahya Harahap® bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan ahli yang
berbentuk laporan atau Visum Et Repertum tetap dapat alat bukti ini
menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, pada suatu segi alatr bukti
keterangan ahli yang berbentuk laporan atau Visum Et Repertum tetap
dapat dinilai sebagaai alat bukti keterangan ahli.hal ini jelas ditegaskan

dalam penjelasan pasal 186 alinea pertama yang selengkapnya berbunyi “

3 Yahya harahap Op-cit him 303



keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk
laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima
jabataan atau pekerjaan bentuk alat bukti keterangan itulah yang diatur
dalam pasal 133 KUHAP. Yakni laporan yang dibuat oleh oleh seorang
ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, pada sisi
lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat
bukti surat alasanya ketentuan pasal 187 huruf ¢ KUHAP telah
menentukan salah satu diantara bukti surat yaitu “surat keterangan dari
seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlianya mengenai

suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya”.

Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas salah satu bentuk alat bukti
surat dimaksud oleh pasal 187 termasuk kedalam bentuk “surat keterangan
ahli” pasal 187 huruf ¢ tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis
sama dengan apa yang disebut pada penjelasan 186 alinea pertama akan
tetapi ditelaah tidak ada perbedaan pengertian “keterangan ahli yang
dituangkan dalam bentuk laporan” seperti yang termaktup pada penjelasan
186 dengan kalimat “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahlianya”.sebagaimana yang tertuang dalam pasal
187 huruf ¢ pada dasrnya kedua susunan kalimat diatas mengandung
pengertian yang sama. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk

laporan tiada lain daripada Surat keterangan dari seorang ahli.

Dalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa

yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan di pengadilan suatu



keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut
dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan
keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti,
Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah
dimuka penyidik maka nilainya Sama dengan keterangan ahli yang

diucapkan dalam sidang.

Seperti penjelasan sebelumnya bila keterangan ahli diberikan tanpa
sumpah karena disandera dan tetap tidak mau bersumpah dan jika tidak
hadir ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih
dahulu maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan
keyakinan hakim dengan demikian selaku ahli maka ia mempunyai

kewajiban:

Datang dipersidangan;

Mengucapkan sumpabh;

Memberikan  keterangan  menurut  pengetahuan dalam  bidang
keahlianya.Semua yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan
kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan
keahlianya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan

terhadap suatu keadaan.

Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang justru dilarang
memberikan  kesimpulan-kesimpulan.  Keterangan saksi hanyalah
merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat,

didengar dan dialami sendiri penjelasan ini tertuang didalam pasal 185



ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari
pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Kekuatan alat bukti
keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk
memakainya apabila bertentangan dengan keyakinanya, guna keterangan
ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan
kebenaran dan hakim bebas mempergunakanya sebagai pendapatnya atau

tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan keterangan
ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri, jika keterangan ahli tersebut
bertentangan bisa dikesampingkan oleh hakim, namun yang perlu diingat
bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang
jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan karena hakim
masih masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila

memang diperlukan.

Perbandingan antara ilmu management dengan keterangan ahli adalah
sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang
memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan.
Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf
ahli dalam pengambilan keputusan hanya saja keterangan ahli dalam
persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan

pendapatnya.

IImu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan

kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan
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akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau
yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat
tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (causal verbend).

Melalui dokter forensik yang mengeluarkan  Visum et Repertum
memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang
tercantum didalamnya yaitu mengenai segala sesuatu yang oleh dokter ahli
diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya umpama nya mayat,badan atau
orang lain jika didalam suatu perkara pidana ada Visum et Repertum,
hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah
ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis
dari alasan-alasan yang dikembangkanya dan akan menjadikanya sebagai
pendapat sendiri atau tidak, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukanya.

Kekuatan bukti dari Visum et Repertum diserahkan saja pada penilaian
majelis hakim. Tujuan Visum et Repertum pada dasarnya untuk
memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang
bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian
pemberitaan agar supaya hakim dapat mengambil keputusanya dengan
tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta yang ada.* Mengacu pada
penjelasan pasal 183 KUHAP bahwa pada dasrnya ketentuan tersebut
untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi

seorang, disandingkan dengan hukum pembuktian pada acara pidana

*ibid

11



didalam pasal itu yang diperlukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan

pidana kepada seorang adalah:

Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang kurangnya);

Keyakinan;

Bahwa tindak pidana itu benar terjadi

Bahwa terdakwalah yang bersalah berbuat.

Menurut Wisnu Kristiyanto untuk memadukan antara alat bukti keterangan
ahli kedokteran forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang merah antara
keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan,
harus ada hubungan antara keterangan forensik dengan perkara yang
diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka
fungsi keterangan dokter forensik yang dituangkan dalam visum et
repertum maupun keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam
menemukan fakta kebenaran dipersidangan normalnya keteranagan
tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti
pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk
melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidaananya tersebut kapan
terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab
meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang
disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan
hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan

menguatkan satu sama lain jadi semakin menambah keyakinan hakim

12



Visum et Repertum memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau
keadaan-keadaan yang tercantum didalamnya yaitu mengenai segala
sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya
umpama nya mayat,badan atau orang lain jika didalam suatu perkara
pidana ada Visum et Repertum, hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib
menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli
tersebut  sebagaimana akibat logis dari alasan-alasan  yang
dikembangkanya dan akan menjadikanya sebagai pendapat sendiri atau

tidak °.

Bagian kesimpulan dari Visum et Repertum adalah merupakan pendapat
(pribadi) berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baik menurut bidang
keahlianya dari dokter yang memeriksa itu oleh karena dokter adalah
seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan maka Hakim tidak wajib
mengikuti pendapat itu bila mana bertentangan dengan keyakinanya akan
tetapi bila dokter tidak mengemukakan pendapatnya dan hanya
mengajukan fakta-fakta atau kenyataan misalnya tentang keadaan tubuh
(badan) si korban atau luka-luka, maka hakim tidak mungkin membuat
kesimpulan sendiri tentang sebab-sebab liuka atau sebab kematian si
korban sehingga untuk ini diperlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman.
Bantuan ilmu kedokteran hanya sebatas membantu hakim mencari sebab-
sebab luka atau kematian korban bukan dalam hal menentukan dan

mengambil kesimpulan. Hakim bebas menentukan putusanya sendiri tetapi

> ibid
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apabila hakim merasa apabila keteraangan ahli itu masuk akal maka

keterangan ahli itu dapat dianggap sebagai pendapat hakim.

Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan
didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran
materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat
dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk
mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan
seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan
perkara.

Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang
pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil
pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak
cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa,
terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus
berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai
pembuktian. Meneliti sampai mana batas minimum “kekuatan
pembuktiuan” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam
pasal 184 KUHAP. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan
perkara dalam pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang
berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan
undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan

pengadilan  dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang
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didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-
mena membuktikan kesalahan terdakwa, Alat - alat bukti ini sangat perlu.
Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang — kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan.
Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu
membangkitkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu tidak lain
daripada dua hal yang pertama Bahwa suatu tindak pidana benar — benar
terjadi dan kedua Bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka
sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain. Jika di lihat berdasarkan
teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie).

Pada prinsipnya system pembuktian menurut undang-undang secara
negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-
undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap
eksistensinya alat bukti itu. Sistem pembuktian menurut undang-undang
secara negatif melekat adanya pemahaman bahwa procedural dan tata cara
pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan
oleh undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik
secara materill maupun secara procedural. Perpaduan antara system
pembuktian negative dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur-
unsur objektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah ataukah

tidak.system ini memadukan unsur-unsur objektif dan subyektif dalam
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menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak ada yang paling
dominan di antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur
diantar kedua unsur itu tidak ada berarti belum cukup mendukung
keterbuktian kesalahan terdakwa.

Ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim
sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka
dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah serbaliknya
hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan
kejahatan yang didakwakan akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung
dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dengan alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang dalam hal seperti ini terdaakwa tidak
dapat dinyatakan bersalah oleh karena itu diantara kedua komponen
tersebut harus saling mendukung.

Dilihat berdasarkan Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP secara
eksplsit terkandung dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-baenar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukanya.” Perbandingan pasal 183 KUHAP dengan
pasal 294 HIR hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung
didalamnya. Bunyi pasal 294 HIR “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada
seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya

bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana
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dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu ““. Kedua pasal
tersebut sama-sama menganut system pembuktian menurut undang-
undang secara negatif perbedaan antar keduanya hanya terletak pada
penekanan saja pada pasal 183 KUHAP syarat pembuktian menurut cara
dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusanya. Pasal 183
KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang
terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada
kesalahanya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
dan atas keterbuktianya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ketentuan pasal 183 KUHAP
bertujuan menemukan dan mewujudkan percapaian minimal batas
pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau
tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa (Guilty or Not Guilty).
Kesimpulan

Kedudukan keterangan ahli forensik berdiri pada sifat dualisme
alat bukti keterangan ahli. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang
berbentuk laporan atau Visum Et Repertum tetap dapat dinilai sebagai alat
bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang
berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Penentuan pada
pengambilan keputusan akan sidat dualisme alat bukti keterangan ahli
forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan pada
perkara tindak pidana pembunuhan. IlImu kedokteran forensik berperan

dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan
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dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang
menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya
seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi
tindak pidana (causal verbend)®. untuk memadukan antara alat bukti
keterangan ahli kedokteran forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang
merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam
persidangan , harus ada hubungan antara keterangan forensik dengan
perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak
ada saksi maka fungsi keterangan dokter forensik yang dituangkan dalam
visum et repertum / keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam
menemukan fakta kebenaran dipersidangan normalnya keteranagan
tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti
pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk
melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidaananya tersebut kapan
terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab
meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang
disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan
hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan
menguatkan satu sama lain sehingga semakin menambah keyakinan
hakim.
Saran

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai sifat dualisme keterangan ahli

kedokteran forensik yang menentukan apakah Visum Et Repertum dapat

6 Waluyadi, 2000, ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek
hukum praktik kedokteran, Jakarta, djambatan, him 2
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dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli agar
dapat menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana terkait
kedudukan laporan ahli atau Visum Et Repertum.

Bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai aturan yang terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana sebagai panduan bagi aparat
penegak hukum dalam hal ini pada tahap penyidikan sampai dengan tahap
dipersidangan aparat penegak hukum yakni kepolisian lebih harus
memaksimalkan segala hal yang diperlukan dalam hal menemukan
kebenaran suatu kejahatan. Walaupun alat bukti yang tertuang di dalam
pasal 184 limitatif, dan tidak ada keharusan dalam hal menggunakan ilmu
bantu kedokteran forensik maupun ilmu bantu pada cabang lainya. Sebisa
mungkin semua bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

acara pidana di gunakan secara maksimal.
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